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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Harus diakui bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia memberi banyak 

peran positif bagi kehidupan politik. Misalnya, adanya kebebasan untuk berekspresi, 

berserikat, berpendapat, memilih dan mengamalkan nilai agama,  dan memberi ruang 

bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Namun, tidak dapat 

dimungkiri bahwa selalu saja ada penodaan terhadap esensi demokrasi. Ada kelompok 

tertentu di Indonesia yang memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk 

memproduksi kekerasan demi kekerasan. Selain korupsi yang merajalela, hukum yang 

amburadul dan perekonomian yang terseok-seok, persoalan lain yang juga berbahaya 

bagi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia ialah diskriminasi terhadap hak-hak kaum 

minoritas. Kelompok minoritas di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan penulis 

dalam karya ini, yang sering mengalami tindakan diskriminatif adalah kelompok ras 

tertentu, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT. Mereka kerap kali menjadi 

korban tindakan sewenang-wenang negara dan kelompok mayoritas yang merasa diri 

lebih dominan atau lebih berpengaruh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan 

itu pula kelompok minoritas ini sering hidup dalam ancaman, merasa diteror dan 

diliputi ketakutan. Jelaslah bahwa pengabaian atau penolakan terhadap kaum 

minoritas, berpotensi melabrak demokrasi itu sendiri yang pada dasarnya mengandung 

nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan, kesederajatan, kebebasan, toleransi dan 

pluralisme. 

Kita bisa melihat bahwa ada kemandegan serius dalam praktik berdemokrasi 

masyarakat Indonesia di tengah kemajuan dunia yang semakin pesat. Ada 

kecendrungan bahwa orang selalu ingin hidup dengan orang dari suku, ras, agama dan 

etnis yang sama. Akhirnya, dalam kehidupan publik muncul sebutan “mereka” dan 
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“kita”. “Mereka” yang berada di luar “kita” dianggap sebagai ancaman, sehingga wajib 

dibinasakan. Ruang hidup bersama di Indonesia pun terkadang hanya nyaman bagi para 

penguasa, oligark dan kelompok mayoritas atau yang merasa diri berpengaruh. 

Kelompok minoritas atau mereka yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan harus 

siap menanggung eksploitasi dan diskriminasi. Dalam kecendrungan ini, sudah jelas 

bahwa kelompok mayoritas selalu menang dan berada pada posisi kuat, sedangkan 

kelompok minoritas sudah pasti kalah dan diabaikan. Akomodasi berlebihan pada 

logika mayoritas inilah yang dalam dinamika sosial politik mutakhir Indonesia 

mengarah pada arus politik penyeragaman. Penyeragaman, tidak sesuai dengan fakta 

kemajemukan bangsa Indonesia dan tidak ada ruang bagi  pengakuan akan perbedaan. 

Jadi, yang menjadi lebih kuat ialah kecendrungan akan keseragaman ketimbang 

toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan. Keberagaman tidak lagi diterima sebagai 

kekayaan atau keutamaan bersama untuk membangun kualitas hidup berbangsa, tetapi 

justru menjadi prakondisi langgengnya aneka kekerasan, dimana korbannya selalu 

kelompok minoritas.  

Kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas semestinya tidak perlu terjadi 

di Indonesia yang memiliki dan sudah menyepakati pilar-pilar utama kebangsaan, 

seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selain itu, secara manusiawi, seorang manusia tidak memiliki alasan untuk 

mendiskriminasi dan mengeskpolitasi manusia lain. Setiap individu unik dan memiliki 

martabat yang berharga. Sesungguhnya, tanpa harus ada aturan-aturan dan 

kesepakatan-kesepakatan bersama, masing-masing individu sudah seharusnya 

menyadari keberadaannya sebagai manusia dan karena itu juga harus menghargai 

manusia lain. Setiap orang (warga negara) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

menghargai sesama dan menciptakan kesejahteraan bagi hidup bersama. Dalam 

konteks Indonesia, pilar-pilar utama kebangsaan yang sudah disebutkan sebelumnya 

merupakan landasan dasar sekaligus sebagai bintang penuntun bagi segenap 

masyarakat Indonesia untuk menjaga dan memperkokoh bangunan keindonesiaan. Di 

tengah faktum pluralitas, warga negara Indonesia harus selalu disadarkan untuk 
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memaklumi perbedaan yang ada, terbuka dan hidup bersama dengan orang yang 

berasal dari latar belakang yang berbeda. Justru di situlah letak keindahan dari 

keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan di Indonesia. 

Fakta pluralitas di Indonesia harus selalu dijaga, agar tidak mudah goyah, 

apalagi hanya karena disebabkan oleh kesewenang-wenangan negara dan kepongahan 

kelompok mayoritas untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Sudah menjadi 

rahasia umum bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus 

diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Faktor paling utama yang 

mendatangkan perlakuan diskriminatif dalam hidup bersama adalah prasangka, stigma 

dan stereotip. Biasanya, kelompok mayoritas tidak langsung menyerang atau bertindak 

diskriminatif terhadap minoritas etnis, ras, agama, penyandang disabilitas atau LGBT. 

Penolakan atau rasa tidak suka terhadap kelompok minoritas sudah tertanam sangat 

lama melalui prasangka, stigma atau stereotip. Pada saatnya, ketika kelompok 

minoritas yang distigma buruk itu melakukan kekeliruan atau karena 

dikambinghitamkan oleh kelompok tertentu, maka mereka bisa saja dipukul, disiksa, 

bahkan bisa dibunuh. Kita harus mengakui bahwa salah satu alasan mendasar yang 

membuat kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih bertumbuh subur di 

Indonesia adalah karena disebabkan oleh kuatnya prasangka, stigma dan stereotip. 

Faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya fakta diskriminasi terhadap 

kelompok minoritas di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan akan kelompok lain, 

adanya keengganan untuk terbuka dan bekerja sama, kehidupan politik dan ekonomi 

yang lemah, penegakan hukum yang amburadul dan pendidikan yang hanya 

berorientasi pada nilai akhir.   

Kita tidak mau, diskriminasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan ras, 

etnik, agama, disabilitas dan orientasi seksual menjadi budaya yang terus berkembang 

di Indonesia di masa depan. Budaya bangsa kita adalah gotong-royong, berbela rasa, 

bermusyawarah-mufakat, saling mendukung dan melengkapi. Indonesia menjadi 

rumah bersama yang harus dijaga dan dihidupi tanpa ada satu kelompok tertentu yang 

bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok lain yang dianggap lemah. Kita semua 
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memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama menjaga bangunan keindonesiaan agar 

tetap kokoh dan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang jauh dari nafsu 

kekerasan dan diskriminasi ialah dengan menghidupkan (kembali) pendidikan 

kewarganegaraan. 

Melalui pendidikan kewarganegaraan, segenap warga negara Indonesia, baik di 

sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga informal dan masyarakat umum 

disadarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik di tengah faktum keberagaman. 

Berkaitan dengan itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

proses pendidikan itu berjalan baik di sekolah-sekolah, dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Para guru dan pendidik harus memiliki pandangan dan cara mendidik 

yang sinkron dengan arah pendidikan nasional dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. 

Para guru dan pendidik pertama-tama harus menunjukkan teladan yang baik dengan 

tidak bertindak diskriminatif dengan para peserta didik. Tidak boleh ada kebiasaan 

pilih kasih dalam proses belajar mengajar di kelas. Semua peserta didik harus dilayani, 

diajarkan dan dididik secara setara, tanpa ada motivasi-motivasi tersembunyi yang 

justru mencoreng eksistensi sekolah sebagai wadah pembudayaan nilai-nilai 

kebangsaan.  

Di sekolah-sekolah juga harus diajarkan empat pilar utama kebangsaan, 

Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 

Berkenaan dengan itu, Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus dapat diajarkan secara 

benar kepada generasi masa depan bangsa. Selain itu, mengajarkan kepada mereka 

tentang sivilitas dan pembudidayaan kebernalaran publik. Para generasi muda bangsa 

perlu diajarkan tentang nilai kesetaraan, kesederajatan, demokrasi, kebebasan dan 

toleransi, serta melatih mereka untuk berpikir secara kritis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat membantu 

para peserta didik untuk berpikir tentang dan hidup bersama dengan orang lain yang 

berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.  
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Pembudidayaan sivilitas dan kebernalaran publik itu, tidak hanya dilakukan di 

lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lembaga-lembaga lain, seperti 

LSM, media massa dan forum prodemokrasi lainnya. Lembaga semacam ini dapat 

menjadi corong demokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk memberi informasi 

yang diperlukan warga negara dan mendidik mereka menjadi warga negara yang kritis 

dan tahu menerima dan menghargai pluralitas pandangan dalam kehidupan bersama. 

Tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga independen yang mendukung 

demokrasi ini dapat dimaknai sebagai pendidikan kewarganegaraan. Sebab, tujuan dari 

keberadaan mereka sesungguhnya adalah merawat ruang publik yang sehat dan 

mendidik masyarakat Indonesia agar sanggup menjadi warga negara yang sadar akan 

faktum keberagaman dan menghargai sesama dari kelompok lain, termasuk kelompok 

minoritas. Ruang publik adalah milik seluruh warga negara yang memungkinkan 

mereka mengembangkan kreativitas, berdiskusi, berpikir kritis dan bekerja sama dalam 

banyak hal. Indonesia akan optimis menuju pada kemajuan di masa depan, apabila 

ruang publik diisi oleh hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama dan bukan 

memenuhi kepentingan kelompok tertentu.   

Hasil dari pendidikan kewarganegaraan haruslah pribadi-pribadi yang mampu 

berpikir mandiri/kritis, mencintai perbedaan, menghargai demokrasi dan toleransi, 

menerima semua kelompok masyarakat tanpa pilih kasih. Pendidikan kewarganegaraan 

adalah persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebajikan serta jati diri bangsa yang 

secara khusus mendukung eksistensi kaum minoritas. Kalau semua warga bangsa 

Indonesia memiliki nilai-nilai penting ini lewat pendidikan kewarganegaraan, maka 

perjuangan mulia untuk mengakomodasi hak-hak kaum minoritas dapat terwujud. 

Penerimaan dan penghargaan terhadap hak-hak kaum minoritas adalah jembatan emas 

menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Demokrasi bermartabat juga ditentukan 

oleh sikap akomodatif terhadap hak-hak warga negara yang paling lemah, kaum 

minoritas.    
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4.2 Usul dan Saran 

4.2.1 Bagi pemerintah 

 Pemerintah harus betul-betul menjalankan tugas negara untuk memastikan 

keamanan setiap warga negara. Negara harus dapat menegakkan hukum secara benar 

terutama berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu yang kerap kali 

mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas. Negara harus memastikan bahwa 

kelompok minoritas ras, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT di Indonesia 

selalu hidup dalam rasa aman dan hak-hak mereka dapat diekspresikan secara bebas di 

ruang publik. Negara, dalam hal ini pemerintah, juga tidak boleh bertindak 

diskriminatif baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui berbagai 

kebijakan dan undang-undang. Untuk meminimalisasi tindakan diskriminasi di masa 

depan, pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih keras untuk memfasilitasi sekolah-

sekolah mendidik dan mempersiapkan generasi muda bangsa yang sanggup 

membudayakan sivilitas dan kebernalaran publik.  

4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah Dasar-Perguruan Tinggi) 

 Lembaga pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi 

hendaknya dapat menjalankan tanggung jawab secara benar untuk mempersiapkan para 

peserta didik yang kritis dan berkarakter baik. Para guru, dosen dan pendidik pertama-

tama mesti menunjukkan teladan hidup yang baik dalam proses belajar mengajar. 

Dalam arti bahwa guru, dosen dan pendidik tidak boleh bertindak diskriminatif di ruang 

kelas. Setiap peserta didik dari etnis, ras, agama manapun ataukan penyandang 

disabilitas dan sebagai LGBT harus dilayani dan dididik secara setara. Sebagai generasi 

penerus bangsa Indonesia, mereka juga harus diperkaya dengan pengajaran mengenai 

pilar-pilar utama kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Sekolah dapat mempraktikkan pendidikan 

kewarganegaraan dengan membudidayakan sivilitas dan kebernalaran publik kepada 

peserta didik.  
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4.2.3 Bagi Media, LSM, dan Forum Prodemokrasi 

 Media, LSM dan berbagai Forum prodemokrasi dapat melakukan pendidikan 

kewarganegaraan dengan memberi informasi yang benar kepada publik, 

mengembangkan sivilitas dan membuat diskursus publik. Hendaknya diskursus publik 

yang dibentuk bisa mendidik warga negara dan merangsang mereka untuk berpikir 

kritis, menjadi terbiasa dengan pluralitas pandangan di ruang publik dan pada saatnya 

dapat berkontribusi bagi kebaikan bersama. Media, LSM dan forum-forum 

prodemokrasi juga hendaknya membantu pemerintah dengan memberi penilaian, 

memberi kritikan dan solusi terhadap program-program yang dicanangkan. Selain itu, 

bekerja sama dengan sekolah-sekolah mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada 

masyarakat, terutama generasi penerus bangsa Indonesia. Tujuan dari keberadaan 

media massa, LSM dan forum-forum prodemokrasi lainnya adalah merawat ruang 

publik agar tetap sehat dan senantiasa mendiskursuskan hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan bersama. 

4.2.4 Bagi Para Generasi Penerus Bangsa 

 Generasi penerus bangsa atau kaum muda hendaknya tetap tekun belajar, 

memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku, menulis dan berdiskursus. 

Perbiasakan diri untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang sanggup 

merangsang daya nalar untuk berpikir, memaklumi perbedaan dan menghargai 

pluralitas pandangan. Selain itu, belajar juga untuk mencari informasi tentang 

kelompok lain, misalnya agama tertentu, ras, etnis, penyandang disabilitas atau LGBT. 

Pengetahuan tentang kelompok-kelompok ini hendaknya merangsang kaum muda 

untuk kemudian bersikap terbuka, rendah hati untuk belajar dari orang lain dan 

menghargai kemajemukan. Hindari kebiasaan buruk memelihara solidaritas negatif, 

seperti menghina kelompok tertentu, membiarkan kekerasan terjadi atau mendukung 

terjadinya tindakan diskriminatif. Para generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa 

keluar dari zona nyaman dan melibatkan diri dalam berbagai organisasi prodemokrasi. 
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4.2.5 Bagi Masyarakat 

 Hendaknya masyarakat bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai 

bangsa tanpa diskriminasi. Masyarakat harus menjadikan ruang publik sebagai ruang 

untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, menghargai HAM, 

mengurangi atau menghilangkan prasangka, stigma dan stereotip terhadap kelompok-

kelompok minoritas. Masyarakat mesti juga mencari informasi secara detail mengenai 

kelompok lain, kemudian terbuka untuk saling belajar dalam spirit keindonesiaan. 

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung lembaga-lembaga pendidikan formal, 

media, LSM dan forum-forum prodemokrasi  dalam mempraktikkan pendidikan 

kewarganegaraan untuk mengajarkan sivilitas dan kebernalaran publik. 
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